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PUTUSAN
Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA Sgr.
» h) »

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak
Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember
2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr. tanggal
19 Nopember 2015, dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/03/11/2015, tanggal 10
Februari 2015;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat sendiri selama 1 hari dan selama dalam pernikahan
antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana
layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang benama
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal lahir 03 Mei 2015 (umur 6
bulan), sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sejak Pertengahan bulan April 2015 antara
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus—menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

1. Tergugat tidak memberi nafkah sejak menikah;

2. Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke Lombok Barat sejak 1 hari
setelah menikah dengan alasan sekolah dan hanya 1 bulan setengah
Tergugat bisa dihubungi oleh Penggugat, dan pada saat Tergugat
menguhubungi kembali Penggugat, setelah itu tidak bias dihubungi dan
pada saat Tergugat menghubungi kembali Penggugat, Penggugat
marah-marah terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberi kabar
terhadap Penggugat yang sedang hamil sehingga saat itu Penggugat
meminta berpisah setelah melahirkan;

3. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 Tergugat serta Orang tua Tergugat
datang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng untuk
mengambil anak Penggugatdan Tergugat;

4. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada tanggal 05 Mei 2015 dengan seizin
Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua
Tergugat di Lombok Barat, dan hingga Gugatan ini diajukan selama kurang
lebih 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal,
Tergugattinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat sendiri
tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung, bertemu dan
berkomunikasi serta selama itu pula tidak pernah memberi nafkah
Penggugat;
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5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian
oleh keluarga Penggugatdan Tergugatnamun tidak berhasil;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat
dan memilih bercerai;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiiannya untuk bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugatyang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT)
Nomor: 795/SL/X1/2015 dari Kantor Perbekel Sulanyah, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng tanggal 19 Nopember 2015, bermeterai cukup dan
telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Nomor: 05/03/11/2015
Tanggal 10 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya (bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Hindu, pendidikan SPK, pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal Penggugat dan
Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada 10 Febrari
2015 dan telah dikaruniai satu orang anak;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Buleleng, kemudian pindah
ke rumah saksi di Kabupaten Buleleng;

— Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Pertengahan
bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis serta terus—menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
sejak menikah, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah
orang tuanya di Lombok Barat sejak 1 hari setelah menikah dengan
alasan sekolah dan hanya 1 % bulan Tergugat bisa dihubungi dan
pada saat Tergugat menghubungi kembali Penggugat, Penggugat
marah-marah terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberi
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kabar terhadap Penggugat yang sedang hamil sehingga saat itu
Penggugat meminta berpisah dengan Tergugat setelah melahirkan
pada tanggal 03 Mei 2015, dan tanggal 05 Mei 2015 Tergugat serta
Orang tua Tergugat datang ke rumah saksi di Kabupaten Buleleng
untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah sejak 05 Mei 2015 hingga sekarang tidak bersatu lagi dimana
Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buleleng sedangkan
Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Lombok Barat, dan selama
berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan
keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;

— Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan
Penggugatdan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Hindu, pendidikan S1 (STAH Mataram),
pekerjaan Pensiunan (PNS Guru), bertempat tinggal di Kabupaten
Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi adalah kakek Penggugat, kenal Penggugat dan
Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah yang pernikahannya
saksi hadiri pada 10 Februari 2015 dan telah dikaruniai satu orang
anakyang ikut dengan Tergugat;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Buleleng Kabupaten
Buleleng, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Buleleng;

— Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei
2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta
terus—menerus terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat
meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok

Barat sehari setelah menikah dengan alasan untuk tetap bersekolah
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dan hanya 1 % bulan Tergugat bisa dihubungi dan pada saat
Tergugat menghubungi kembali Penggugat, Penggugat marah-marah
terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberi kabar terhadap
Penggugat yang sedang hamil sehingga saat itu Penggugat meminta
berpisah setelah melahirkan dimana puncaknya pada tanggal 05 Mei
2015 Tergugat serta Orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua
Penggugat di Kabupaten Buleleng untuk mengambil anak Penggugat
dan Tergugat;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei
2015 hingga sekarang dimana Penggugat tinggal di rumah orang
tuanya di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama
orang tuanya juga di Lombok Barat, dan selama berpisah Tergugat
tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan keduanya sudah tidak
pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;

— Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan
Penggugatdan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan
memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perkara ini
tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim telah
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berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10

Februari 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Sejak pertengahan April 2015 antara keduanya telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak
memberi nafkah sejak menikah pada Penggugat, Tergugat
meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok
Barat sejak 1 hari setelah menikah dengan alasan sekolah dan hanya 1
% bulan Tergugat bisa dihubungi dan pada saat Tergugat menghubungi
kembali Penggugat, Penggugat marah-marah terhadap Tergugat karena
Tergugat tidak memberi kabar terhadap Penggugat yang sedang hamil
sehingga saat itu Penggugat meminta berpisah dengan Tergugat setelah
melahirkan, dan puncaknya tanggal 05 Mei 2015 Tergugat serta Orang
tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten

Buleleng untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat;

3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 05 Mei 2015
hingga saat ini tidak bersatu lagi, tidak ada nafkah, tidak ada komunikasi

dan tidak ada pertemuan;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili
Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat
kediaman Penggugat dan juga Penggugat yang beragama Hindu, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti
bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng,
dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Singaraja
berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan
Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
menikah secara Hukum Islam pada tanggal 10 Februari 2015, sehingga bukii
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi

2 telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada
tanggal 10 Februari 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

2. Bahwa sejak Mei 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah
Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan
Tergugat,;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10
(sepuluh) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya sudah tidak bersatu
lagi dan tidak ada nafkah Tergugatuntuk Penggugat;

4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan

Penggugatdan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas

dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. BahwaPenggugatdan Tergugat suamiisteri yang sah;

2. Bahwa keadaan mumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup

rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan

berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat

dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang
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diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada

gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu
rumah tangga (broken marriage) sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa) dan al-Qur’an Surat al-Rum ayat 21 sebagai

berikut;
1 e &0 GIA S alle G

8330 3850 Jaan Laal) 1 LA 8551 28E
08 A58 Y Al ) daany
Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari
jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan
ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling
mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang
demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang

yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 290
yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

OGSy ol il siel gl da gl Ay Bl sal Lo cad
8 (aldl) Jac g Lagllial G 3 dad) al g dxa (ilay ¥ Laa £33
4l A8la gl Lagin 7 NaY)

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan
keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan
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hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan
suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu
mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada

isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 375 K / AG /1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan
tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan
bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan
untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah
terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah
memenuhi salah satu alasan perceraian dimana untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup
rukun lagi sebagai suami istri; antara suami dan istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan satu

helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
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tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah

daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan
satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa
bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.
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sebagai Ketua Majelis, Jamadi, Lc., M.E.I. dan Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ahmad Basirudin, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

1. Jamadi, Lc., M.E.L Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

2. NurAmalia Hikmawati, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Proses :Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 490.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Meterai :Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
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